BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI BENGKULUTAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN



2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Provinsi Bengkulu, secara geografis, terletak pada 101°01 - 03°41  Bujur Timur serta 2°16 - 3°31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Indonesia; 
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
c. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; dan
d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung;

Provinsi Bengkulu memiliki luas 34.724,69 km2 yang meliputi daratan seluas 19.795,15 km2 dan luas lautan 14.929,54 km2 serta memiliki garis pantai sepanjang + 525 km (Bakosurtanal, 2010). Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut (dpl).  Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba.

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828), terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu; Kabupaten Rejang Lebong,  Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kotamadya Bengkulu. Setelah reformasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu; Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Kota Bengkulu. Secara administratif dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.1.1.
Peta Administratif Provinsi Bengkulu

[image: ]

Tabel. 2.1.1
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
Provinsi Bengkulu Tahun 2013

	NO
	KABUPATEN/KOTA
	IBUKOTA
	KECAMATAN
	DESA/
KELURAHAN

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Bengkulu Selatan
	Manna
	11
	158

	2
	Rejang Lebong
	Curup
	15
	161

	3
	Bengkulu Utara
	Arga Makmur
	17
	220

	4
	K a u r
	Bintuhan
	15
	195

	5
	S e l u m a
	Tais
	14
	199

	6
	Mukomuko
	Mukomuko
	15
	151

	7
	L e b o n g
	Tubei
	12
	115

	8
	Kepahiang
	Kepahiang
	8
	120

	9
	Bengkulu Tengah
	Karang Tinggi
	10
	143

	10
	Kota Bengkulu
	Kota Bengkulu
	9
	67

	J u m l a h
	126
	1529


          Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 mencapai 1.814.400 jiwa yang terdiri dari 925.700 jiwa laki-laki atau 51,02% dari keseluruhan populasi dan 888.700 jiwa perempuan atau 48,98%. 



1) Pola Ruang
Pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu merupakan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
(1) Rencana pola ruang, meliputi:
a. pola ruang kawasan lindung; dan
b. pola kawasan budidaya.
(2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budi daya provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Bengkulu hingga Tahun 2028 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang provinsi serta perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan   Nomor : 420/KPTS-II/1999 Tanggal : 15 Juni 1999   tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu  sebagai Kawasan Hutan menjadi SK 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Seluas : 920.964 Ha.



2) Struktur Ruang
Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
a. sistem perkotaan;
b. sistem jaringan trasportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumberdaya air;
f. sistem prasarana lingkungan.
Rencana dan Kriteria Sistem Perkotaan
(1) Rencana sistem perkotaan dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.
(2) Pengembangan pusat kegiatan,  terdiri dari:
a. PKNp;
b. PKW;
c. PKWp; dan
d. PKL.
(3) Kota yang ditetapkan sebagai PKNp, yaitu Kota Bengkulu.
(4) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW, meliputi:
a. Kota Manna;
b. Kota Curup;
c. Kota Mukomuko.
(5) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKWp, meliputi:
a. Kota Kepahiang;
b. Kota Arga Makmur;
c. Kota Bintuhan.
(6) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKL adalah kota-kota yang tidak termasuk sebagai PKWp, PKW, dan PKNp, yaitu:
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Ipuh di Kabupaten Mukomuko, Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara, Malakoni di P. Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong, Tubei di Kabupaten Lebong, Tais di Kabupaten Seluma, Linau di Kabupaten Kaur, dan Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang.


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu yang tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi melambat, dimana  pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sebesar 6,21% dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 5,49%. 
Selama periode tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 mengalami peningkatan dari Rp.10,05 triliun Tahun 2013 menjadi Rp.10,61 triliun pada Tahun 2014. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2.1.2.a. berikut ini.

Tabel 2.1.2.a.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013-2014 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha
	2013
	2014

	1
	2
	3

	I.

	Primer
1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
	3.991.051,82
3.651.562,06
339.489,76
	4.121.845,09
3.772.941,50
348.903,59

	II.
	Sekunder
1. Industri Pengolahan
2. Listrik, Gas dan Air Bersih
3. Bangunan
	811.400,31
448.153,27
49.320,81
313.926,23
	863.280,77
478.958,99
51.148,79
333.172,99

	III.
	Tersier
1. Perdagangan Hotel, & Restoran
2. Pengangkutan & Komunikasi
3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
4. Jasa-jasa
	4.413.297,36
2.054.475,80
837.569.08
507.444,52
1.851.377,04
	5.625.004,91
2.182.795,93
889.341,39
542.411,18
2.010.456,41

	PDRB
	10.053.282,57
	10.610.130,78


     Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Berdasarkan pengelompokkan Sektor, Sektor Primer dan Tersier yang masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Bengkulu. Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.b. di bawah ini.









Tabel 2.1.2.b.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2014 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha
	2013
	2014

	1
	2
	3

	I.

	Primer
1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
	11.537.274,38
10.509.437,45
1.063.836,93
	12.596.000,93
11.458.754,53
1.137.246,40

	II.
	Sekunder
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
	2.415.282,62
1.230.745,32
144.987,51
1.039.549,79
	2.705.552,62
1.378.563,03
158.207,33
1.168.782,26

	III.
	Tersier
6. Perdagangan Hotel, & Restoran
7. Pengangkutan & Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa
	13.388.434,83
5.316.026,18
2.208.590,09
1.350.989,95
4.512.828,61
	15.197.417,54
6.007.964,32
2.452.996,92
1.513.157,89
5.223.298,41

	PDRB
	27.376.991,84
	30.498.971,10


  Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Kendati demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku masih terkandung inflasi.

Selama kurun waktu tiga tahun, Laju Inflasi Rata-Rata di Provinsi Bengkulu sebesar 7,01%. Laju Inflasi dan Laju Inflasi Rata-Rata di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.c.

Tabel 2.1.2.c.
Laju Inflasi Rata-Rata Provinsi Bengkulu
Tahun 2010-2012

	URAIAN
	2012
	2013
	2014
	RATA-RATA

	1
	2
	3
	4
	5

	Inflasi
	4,30
	8,38
	8,36
	7,01

	
	
	
	
	


    Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

2) Kesejahteraan Sosial
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Provinsi Bengkulu yang tercermin pada Angka Harapan Hidup (tahun), Angka Melek Huruf (%), Rata-Rata Lama Sekolah (tahun), Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp), yang merupakan komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1.2.d

Tabel 2.1.2.d.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen
Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2013

	NO
	URAIAN
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	72,0
	72,7
	70,44

	2
	Angka Melek Huruf (%)
	3,45
	4,31
	4,60

	3
	Angka Kemiskinan
	17,5
	17,51
	17,8

	4
	Angka Pengangguran
	2,37
	3,61
	4,74

	5
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
	8,33
	8,48
	8,55

	6
	Pengeluaran Riil per Kapita (Rp)  
	10.871.119 
	12.140.826 
	

	7
	IPM
	73,40
	74,00
	74,41


    Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014
			
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
1) Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain: 
a) Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat;
b) Ketersediaan guru yang berkualitas;
c) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. 

Tabel 2.1.3.e.
Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan
Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2013

	No
	Jenjang Pendidikan
	APS
	APK
	APM

	
	
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Pendidikan Dasar
	98,96
	99,47
	107,69
	111,28
	94,04
	97,34

	2
	Pendidikan Menengah
	92,63
	92,81
	95,85
	84,62
	71,47
	72,66


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014


Perkembangan pembangunan dibidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah, dapat kita lihat pada Tabel 2.1.3.e. dan Tabel 2.1.3.f

Tabel 2.1.3.f.
Rasio Guru Terhadap Murid Dan Rasio Ketersediaan Sekolah 
Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2012 - 2013

	No
	Tahun
	Rasio Guru-Murid (orang)
	Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%)

	
	
	Pendidikan Dasar
	Pendidikan Menengah
	Pendidikan Dasar
	Pendidikan Menengah

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2012
	17
	14
	55,54
	48,22

	2
	2013
	15
	14
	61,01
	47,82


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat telah difasilitasi dengan tersedianya 10 (sepuluh) buah perpustakaan pemerintah. Namun minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu yang pada umumnya masih rendah sehingga  Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu.

2) Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya  adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksebilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin berat beban tugas yang harus dilakukan.








Tabel 2.1.3.g.
Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya
di Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2013

	NO
	FASILITAS KESEHATAN
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Rumah Sakit Umum Daerah
	10
	12

	2
	Rumah Sakit Swasta
	3
	3

	3
	Puskesmas
	180
	180

	4
	Puskesmas Pembantu
	423
	465

	5
	Puskesmas Keliling
	166
	174

	6
	Klinik/KIA
	35
	47

	7
	Posyandu
	1980
	1997

	8
	Rumah Bersalin
	2
	15

	9
	Rumah Sakit Jiwa
	1
	1

	10
	Rumah Sakit TNI/Polri
	3
	3

	11
	Rumah Sakit Jiwa
	1
	1


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Tabel 2.1.3.h.
Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2013

	NO
	TENAGA KESEHATAN
	2013

	1
	2
	3

	1
	Dokter Umum
	392

	2
	Dokter Spesialis
	70

	3
	Dokter Gigi
	88

	4
	Dokter Spesialis Gigi
	3

	5
	Bidan
	2057

	6
	Perawat
	2489

	7
	Perawat Gigi
	96

	8
	Apoteker
	80

	9
	Tenaga Kefarmasian
	260

	10
	Kesehatan Masyarakat
	566

	11
	Kesehatan Lingkungan
	94

	12
	Tenaga Gizi
	458

	13
	Tenaga Teknis Medis
	20

	14
	Tenaga Teknis Fisioterapis
	306

	15
	Tenaga Kesehatan Lainnya
	178

	16
	Tenaga Non Kesehatan
	648


             Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

3) Transportasi
a. Transportasi Darat
Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan darat sebagai alat transportasi utama. Dilain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal. 

Tabel 2.1.3.i.
Kondisi dan Status Jalan di Provinsi BengkuluTahun 2013

	NO
	STATUS
	PANJANG
(km)
	KONDISI (DALAM KM)

	
	
	
	BAIK
	SEDANG
	RUSAK RINGAN
	RUSAK BERAT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Nasional
	783,86
	713,02
	196,64
	68,00
	58,78

	2
	Provinsi
	1.562,67
	975,62
	301,00
	225,85
	60,20

	3
	Kabupaten
	5.677,30
	1.752,45
	1.436,46
	1.595,39
	892,90 

	JUMLAH
	8.023,84
	3.141,09
	1.934,10
	1.889,24
	1.011,88


   Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

b. Transportasi Udara 
Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) Bandar Udara (Bandara) dan 2 Bandara Perintis, yaitu Bandara Fatmawati Soekarno dan Bandara Udara Perintis Mukomuko dan Bandara Udara Perintis Pulau Enggano. Pemanfaatan bandara tersebut masih sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani penerbangan domestik. Saat ini transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh maskapai penerbangan Sriwijaya Air, City Link dan Lion Air, Garuda Air, dan Wings Air, dan Susi Air. Penumpang yang berangkat dari dan yang datang ke Kota Bengkulu pada tahun 2013 tercatat sebanyak 356.051 orang dan 351.096 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun 2012 mengalami peningkatan 3,33 persen (333.123 orang) pada saat keberangkatan dan 2,50 persen (333.993 orang) untuk kedatangan.








Tabel 2.1.3.j.
Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Di Pelabuhan Udara Fatmawati
Tahun 2010 - 2013

	Tahun
	Pesawat
	Penumpang

	
	Berangkat
	Datang
	Berangkat
	Datang

	1
	2
	3
	4
	5

	2010
	2.152
	2.152
	274.110
	269.068

	2011
	2.413
	2.413
	290.046
	287.048

	2012
	2.521
	2.521
	333.123
	333.993

	2013
	3.165
	3.165
	356.051
	351.096


   Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014
	
c. Transportasi Laut
Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya yang relatif murah. Kontribusi sub-sektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sub-sektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari sub-sektor angkutan udara. Kontribusi sub-sektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 1,29 persen. 


Tabel 2.1.3.j.
Bongkar-Muat Barang Angkutan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Tahun 2011 - 2013

	Tahun
	Dalam Negeri
	Luar Negeri

	
	Muat
	Bongkar
	Muat
	Bongkar

	1
	2
	3
	4
	5

	2011
	69.973
	1.240.011
	1.046
	225.689

	2012
	1.668.000
	702.455
	2.791.373
	2.796.913

	2013
	1.668.000
	702.455
	2.791.373
	2.796.913


                     Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terpenting di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013, volume barang yang dimuat sebanyak 1.668 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 91.95 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 69.973 ton. 


Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama tahun 2013 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 7.096 orang dan yang turun sebanyak 5.611 orang.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
1) Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pertanian
Sektor pertanian, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pada tahun 2013, sebagai sektor penyedia lapangan kerja Provinsi Bengkulu terbesar dimana sekitar 52,16% penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja disektor pertanian, diikuti perdagangan 17,20% dan jasa-jasa 16,89%. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Tabel 2.1.4.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2012-2013

	No.
	LAPANGAN PEKERJAAN
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4

	1
	Pertanian
	52,62
	52,16

	2
	Pertambangan
	0,90
	1,19

	3
	Industri
	4,08
	3,08

	4
	Listrik dan Air Minum
	0,20
	0,17

	5
	Konstruksi
	4,91
	4,63

	6
	Perdagangan
	17,19
	17,20

	7
	Angkutan dan Komunikasi
	2,89
	2,62

	8
	Bank dan Lembaga Keuangan
	1,46
	2,06

	9
	Jasa-Jasa
	15,75
	16,89


   Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2013 dan 2014
	
Subsektor tanaman bahan makanan adalah bagian dari sektor pertanian. Dalam perekonomian Provinsi Bengkulu peranan subsektor bahan makanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup penting. Hal itu terlihat dari relatif tingginya kontribusi subsektor tanaman bahan makanan baik terhadap PDRB sektor pertanian maupun terhadap total PDRB Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan sektor dan subsektor lainnya. Pada tahun 2013 kontribusi subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 51,07%, sedangkan terhadap total PDRB Provinsi Bengkulu kontribusinya sebesar 19,58%.

Komoditas padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang adalah produk utama sektor bahan makanan. Produksi padi sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas per ha. Pada tahun 2013 rata-rata produksi perhektar padi sawah mencapai 4,22 ton perhektar sedangkan padi ladang sebesar 2,29 ton perhektar. Sedangkan total produksi, padi ladang sebesar 647,552 ton sementara padi sawah sebesar 598,111 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau ) sebagian besar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2013 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai. Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2013, terdapat 12 jenis komuditi sayuran yang tercatat ditanam diberbagai daerah kabupaten/kota yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petai, bawang daun, terung, tomat, ketimun, kangkung dan bayang. Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 2.166,417 hektar dengan produksi sebesar 294.640,5 ton. 

b. Perkebunan
Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian dilakukan oleh perkebunan rakyat dan sebagian lagi diusahakan oleh perkebunan swasta. Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumah tangga di Provinsi Bengkulu adalah tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit. 

c. Peternakan
Komoditas peternakan yang banyak dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Potensi peternakan di Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum tergarap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu bahwa kurun waktu 2012-2013 kontribusi sub-sektor peternakan dalam PDRB Provinsi Bengkulu rata-rata kurang dari 4% per tahun.

Gambar 2.1.4.a.
Distribusi Luas Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat
Menurut Jenis Tanaman 2013


         Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2014

d. Perikanan
Produksi perikanan Provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pada tahun 2013, baik perikanan laut maupun perikanan darat, mencapai 96.854,19 ton. Produksi tersebut menurun2% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 98.164,98 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan adanya perbaikan pemeliharaan melalui penggunaan benih unggul, pakan, pupuk, teknologi, dan obat-obatan baik pada lahan tambak, kolam, keramba, jaring apung, maupun pada lahan sawah.

e. Perindustrian dan Perdagangan
Selama kurun waktu 2012-2013 peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan yaitu berkisar antara 19-21% per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana pertumbuhan yang berada dalam kisaran 9%. Pada hal Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga kedepannya hasil dari pada sumber daya alam tersebut bisa memiliki nilai lebih dipasaran.

Gambar 2.1.4.b.
Distribusi Persentase Volume Ekspor Provinsi Bengkulu
Menurut Komoditas 2013


       Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet dan cangkang sawit. Pada tahun 2013 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.686.351,5 juta ton, dengan nilai 193.943.889,6 milyar  US$. Pada Gambar 2.4.1.b. tampak bahwa, jika ditinjau dari volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 2.557.505,0 juta ton atau 69% dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas cangkang sawit 4 % dan karet 3 %. Sedangkan dari nilai ekspornya komoditas batubara menempati peringkat pertama penyumbang devisa terbesar bagi Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 yaitu sebesar 151.695.762,4 juta US$ atau sebesar 69% kemudian diikuti komoditas karet sebesar 34.016.574,0juta US$ atau  3%.

Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara, Amerika Serikat merupakan tujuan utama ekspor karet yang berasal dari Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 8,371 juta ton atau mencapai 76,75%, negara lain yang menjadi tujuan ekspor karet dengan volume ekspor cukup besar adalah China dan Turki. Negara tujuan utama ekspor batubara adalah China, India,Jepang, Pilipina, sedangkan cakang sawit ke Thailand.

f. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial yang terdiri dari infrastruktur transportasi, pos dan komunikasi serta energi listrik.
Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian dan menunjang pembangunan di Provinsi Bengkulu masih cukup dominan. Tanpa adanya kontribusi pos dan telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan pos dan komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang menggunakan teknologi wireless terus berkembang pesat.
Aspek energi listrik, Provinsi Bengkulu memanfaatkan tenaga diesel dan sumber daya alam yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Provinsi Bengkulu memiliki 2 (dua) PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi.  PLTA Danau Tes menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 x 660 KW dan 4 x 4.410 KW (18.960 KW), sedangkan PLTA Musi mempunyai kapasitas pembangkit 3x70 MW (210 MW) yang mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1.140 GWH/tahun. Daya listrik yang dibangkitkan PLTA Musi untuk memenuhi dan mensuplai listrik seluruh wilayah Sumatera melalui jaringan interkoneksi 150 kV/275 kV baik untuk wilayah bagian selatan maupun utara.

Selain mengandalkan kedua PLTA tersebut, Provinsi Bengkulu juga mengembangkan potensi panas bumi (geothermal) secara bertahap sebagai sumber cadangan energi listrik. Ada 3 (tiga) titik sumber panas bumi (geothermal) di Provinsi Bengkulu, yaitu di Desa Ulu Lais, Tambang Sawah dan Bukit Danau Kabupaten Lebong. Potensi ketiga titik sumber panas bumi tersebut bervariasi yaitu sumber panas di Desa Ulu Lais diperkirakan dapat menghasilkan 660 MW tenaga listrik sedangkan Tambang Sawah 250 MW dan Bukit Danau 173 MW. 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah 
	Berdasarkan Evaluasi Program APBD Tahun 2014 dan tahun berjalan (2015) terhadap indikator RPJMD Tahun 2010-2015 serta data BPS Provinsi Bengkulu yang disusun menurut capaian misi adalah sebagai berikut :

	Misi 1	:	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing
		Capaian kinerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu merupakan implementasi pencapaian misi kedua Misi Pertama pembangunan daerah. Urusan yang terkait dengan Misi Pertama ini adalah Penanaman Modal Daerah, Pemerintahan Umum, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Energi dan Sumber daya Mineral. Dengan indikator yang digunakanadalah : Pertumbuhan ekonomi, Laju investasi, Nilai PDRB atas dasar harga konstan dan Harga Berlaku (Rp Triliun), Nilai PDRB Perkapita (Rp Juta), Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Produksi padi (ton), Produksi hortikultura (Ton), Produksi Palawija (Ton), Produksi Perkebunan Unggulan (Ton), Produksi daging ternak (Ton), Produksi Perikanan (Ton), Angka kemiskinan (%), Angka Pengangguran (%) dan Pendapatan daerah (RP Triliun).
		Capaian indikator pada Misi Pertama telah melampaui target indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk produksi Daging Ternak, Produksi Perikanan, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran seperti terlihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1.
Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD s/d Tahun 2014

	No
	INDIKATOR
	TARGET 
	CAPAIAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Laju pertumbuhan ekonomi
	6,8-7,0
	5,49

	2.
	Laju investasi
	15,00-17,5
	12,20

	3.
	Nilai PDRB atas dasar harga konstan(Rp Triliun)
	10,11-10,81

	10,61

	4.
	Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp Triliun)
	27,64-31,60
	30,49

	5. 
	Nilai PDRB perkapita(Rp Juta)
	15,90-16,99
	24,52

	5.
	Jumlah Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
	24.774
	-

	6.
	Produksi padi (ton)
	556.610-570.526
	593.195

	7.
	Produksi hortikultura (Ton)
a. Buah-buahan
b. Sayuran
	

731.988-750.288
3.901.706-3.999.249
	

-

	8.
	Produksi Palawija (Ton)
	169.484-173.721
	-

	9.
	Produksi Perkebunan Unggulan (Ton)
	676.556-710.384
	-

	10.
	Produksi daging ternak (Ton)
	6.312-6.470
	-

	11.
	Produksi Perikanan (Ton)
	112.358-115.167
	-

	12.
	Angka kemiskinan (%)
	17,00-16,75
	17,09

	13.
	Angka Pengangguran (%)
	3,00-2,50
	3,47

	14.
	Pendapatan daerah (RP Triliun).
	1,8-1,94
	1,89



		Berdasarkan data pada tabel 2.2.1. diatas maka Program untuk Peningkatan Produksi Daging Ternak dan Produksi Perikanan perlu diprioritaskan dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing sedangkan untuk Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran yang masih diatas target maka diperlukan peningkatan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan.

Misi 2	:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Beriman
		Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang merupakan Misi Kedua pembangunan daerah yaitu Mewujudkan Sumber Daya manusia yang Unggul dan Beriman. Urusan yang terkait dengan Misi Kedua yaitu : Pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, sosial, pemuda dan olah raga dan pemberdayaan perempuan. Indikator sebagai hasil pembangunan pada masing-masing urusan tersebut, digambarkan dengan beberapa indikator yaitu : Jumlah calon jama’ah haji (orang), Jumlah tempat ibadah (unit), Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, Rasio guru terhadap murid, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf, rata - rata lama sekolah, Rasio Posyandu per satuan balita, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio dokter per satuan penduduk, Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk, Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran bayi, Angka kematian ibu per 10.000 ibu melahirkan, Jumlah panti asuhan (unit), Jumlah organisasi pemuda (OKP), Jumlah Organisasi Kewanitaan, Persentase perempuan di DPRD Provinsi (%).
		Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator Misi Kedua belum mencapai target, seperti terlihat pada tabel 2.2.2.



Tabel 2.2.2.
Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD s/d Tahun 2014

	No
	INDIKATOR
	TARGET 
	CAPAIAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Jumlah tempat ibadah (unit)
	3.889-3.908
	4.180

	2.
	IPM
	74,36-74,74
	-

	3.
	Usia harapan hidup (tahun)
	
74,1-74,7
	
-

	4.
	Angka melek huruf (%)
	98,10-98,56
	-

	5.
	Rata-rata lama sekolah (tahun)
	8,28-8,32
	8,56

	6.
	Angka Partisipasi Murni
a. SD
b. SLTP
c. SLTA
	
95,39-95,59
78,33-79,88
60,53-62,29
	-

	7.
	Angka Partisipasi Kasar
a. SD
b. SLTP
c. SLTA
	
124,84-126,47
95,68-97,15
77,30-79,54
	-

	8.
	Angka Partisipasi Sekolah
a. Pendidikan Dasar
b. Pendidikan menengah
	
854,05-860,86
338,22-344,72
	-

	9.
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah :
a. Pendidikan dasar
b. Pendidikan Menengah
	


46,17-46,50
13,38-13,92
	-

	10.
	Rasio muridper sekolah :
a. Pendidikan dasar
b. Pendidikan Menengah(SLPT)
c. Pendidikan Menengah(SMA)
	
46,17-46,50
13,38-13,92

13,38-13,92
	-

	11.
	Rasio guru terhadap murid :
a. Pendidikan dasar
b. Pendidikan Menengah
	

61,14-61,90
94,96-97,20
	-

	12.
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran bayi
	26
	29,7

	13.
	Angka kematian ibu per 10.000 ibu melahirkan
	125
	149

	14.
	Rasio Posyandu per satuan balita
	77,00
	-

	15.
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
	0,68-0,70
	-

	16.
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran bayi
	26
	29,7

	16.
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
	0,017-0,018
	

	17.
	Rasio dokter per satuan penduduk
	0,266-0,268
	

	18.
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk)
	1,87-1,89
	

	19.
	Jumlah panti asuhan (unit)
	35-39
	60

	20.
	Jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang)
	3.440-3.268

	
49.565

	21.
	Jumlah organisasi pemuda (OKP)
	65-70
	34

	22.
	Jumlah even olahraga Nasional/Regional yang diikuti
	11-12
	16

	23.
	Persentase perempuan di DPRD Provinsi (%)
	30
	22,22

	24.
	Prevalensi perserta KB aktif
	110,27-115,78
	-



		Berdasarkan pada tabel 2.2.2. diatas maka perlu diprioritaskan penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Patu-Paru dan Rumah Sakit Mata; Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan dan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Misi 3	:	Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
				
		Urusan yang terkait dengan Misi Ketiga yaitu : Kehutanan, Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Budaya, Penanggulangan Bencana, Pekerjaan Umum. Indikator yang digunakan adalah Nilai investasi (Rp Miliar), Nilai Investasi bidang Pertanian dan Kehutanan (Rp Miliar), Produksi batubara (ton), Persentase alokasi anggaran dana siaga bencana (dana tak terduga), Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%), Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, Luas areal sawah beririgasi, Jumlah orang yang melalui bandara dan dermaga per tahun, Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih, Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.
		Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator pada Misi Ketiga telah mencapai target indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk Nilai Investasi Bidang SDA dan Bidang Pertanian dan Kehutanan (Rp Miliar), Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)seperti terlihat pada tabel 2.2.3. di bawah ini.

Tabel 2.2.3.
Evaluasi Capaian Misi Tiga RPJMD s/d Tahun 2014

	No
	INDIKATOR
	TARGET 
	CAPAIAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nilai investasi Bidang SDA (Rp Miliar)
	499
	-

	2.
	Nilai Investasi bidang Pertanian dan Kehutanan (Rp Miliar)
	101
	-

	3.
	Produksi batubara (ton)
	2.091.366-2.195.934
	-

	4.
	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)
	75-77
	-

	5.
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan
	0,014-0,012

	0,01

	6.
	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik
	55,24-56,11


	95,10



		Berdasarkan data pada tabel 2.2.3. maka Program untuk Peningkatan kualitas jaringan jalan Provinsi perlu diprioritaskan serta Program Pemanfataan Potensi Sumber Daya Hutan untuk meningkatkan nilai investasi bidang Pertanian dan Kehutanan.

Misi 4	:	Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Serta Mewujudkan Sistem Politik, Hukum Dan Keamanan Yang Mengayomi Masyarakat

		Misi Empat yaitu  “Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Serta Mewujudkan Sistem Politik, Hukum Dan Keamanan Yang Mengayomi Masyarakat” mengindikasikan terdapat lima komponen yang digunakan pada Misi Empat ini yaitu : (1) Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun (3) Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan,  Teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah (4) Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah (5) Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan   dari tahun ke tahun.
		Berdasarkan komponen tersebut maka dalam upaya Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional Dan Akuntabel Serta Mewujudkan Sistem Politik, Hukum Dan Keamanan Yang Mengayomi Masyarakat, digunakan beberapa indikator sebagai alat ukur keberhasilan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.
Evaluasi Capaian Misi Empat RPJMD s/d Tahun 2014

	No
	INDIKATOR
	TARGET 
	CAPAIAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Opini pemeriksaan atas laporan keuangan
	WTP
	WTP

	2.
	Persentase temuan kerugian negara terhadap total APBD (%)
	<1
	<1

	3.
	Penetapan APBD tepat waktu
	Tepat waktu
	Tepat waktu

	5.
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu
	Tepat waktu
	Tepat waktu

	6.
	Lama proses perizinan (hari)
	2

	3

	7.
	Nilai SAKIP
	CC
	C

	8.
	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)
	100
	100

	9.
	Persentase SKPD yang menyusun LAKIP (%)
	100
	100

	10.
	Persentase SKPD yang pengelolaan keuangannya telahOnline ke server PPKAD
	20%
	-

	11.
	Persentase RAPREDA yang disahkan menjadi PERDA
	4
	-

	12.
	Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah
	3
	-

	13.
	Angka kriminalitas (Kasus)
	4,96-4,46
	[bookmark: _GoBack]



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
Permasalahan pada Misi Pertama :
1. Bidang Perekonomian Rakyat Dan Iklim Investasi 
a. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian dan perdagangan;
b. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian;
c. Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikrodan kecil;
d. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir ;
e. Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; 
f. Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan
a. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi ;
b. Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah ;
c. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten ;
d. Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Bidang Revitalisasi Pertanian Dan Ketahanan Pangan  
a. Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah; 
b. Penggunaan teknologi pertanian masih belum optimal;
c. Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap; 
d. Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan darat;
e. Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian;
f. Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi penyuluh.



Permasalahan Pada Misi Kedua :
Bidang Sumber Daya Manusia
a. Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup tinggi ;
b. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;
c. Masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan banyaknya siswa yang tidak lulus UAN;
d. Kurangnya tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis;
e. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah.

Permasalahan Pada Misi Ketiga :
1. Bidang Infrastruktur Dasar 
a. Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal;
b. Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan;
c. Masih belum optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada;
d. Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif 
e. Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.
2. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana 
a. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
b. Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
c. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang;
d. Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan lindung; 
e. Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan;
f. 	Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam
3. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi 
a. Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi; 
b. Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal;
c. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya;
d. Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah tangga; 
e. Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha mikro dan kecil.

Permasalahan Pada Misi Keempat :
Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum
a. Pelayanan publik masih belum optimal; 
b. Belum optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien;
c. Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi;
d. Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 
e. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah;
f. Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah;
g. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah;
h. Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum

2.6. Isu- Isu Strategis
	Berdasarkan pada kondisi terkini dan usulan yang diajukan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka isu strategis Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :
1. Masih rendahnya mutu dan akses pendidikan
2. Kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis, dokter serta belum terdistribusi secara merata.
3. Tingkat kemiskinan provinsi bengkulu pada tahun 2014 masih diangka 17,09% sedangkan target MDGS adalah 7.5%.
4. Masih rendahnya kualitas energi listrik dan  potensi energi terbarukan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan terkendala oleh tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
5. Kondisi jalan di Provinsi Bengkulu masih banyak yang rusak dan kelas jalan yang masih rendah;
6. Keterbatasan produksi pangan yang disebabkan oleh kurang berjalannya program intesifikasi dan ekstensifikasi pertanian sedangkan tingkat konsumsi beras yang masih tinggi. Kemudian masih dihadapi pula adanya kerawanan pangan pada masa-masa tertentu dan masih banyaknya masyarakat yang menderita kekurangan gizi/nutrisi;
7. Di bidang kemaritiman produksi perikanan tangkap (laut) dengan garis pantai sepanjang 5.25 km provinsi bengkulu termasuk masih sangat kecil yaitu pada angka 50.918 ton pada tahun 2013;
Series 1	
Batubara	Karet	Cangkang	0.69000000000000061	3.0000000000000002E-2	4.0000000000000022E-2	

Series 1	470915,00

Kelapa Sawit	Karet	Kopi	470915	90096	55.461000000000006	
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2.1.1.

 

Aspek Geografi dan Demografi

 

Provinsi Bengkulu, secara geografis, terletak pada 

101°01 

-

 

03°4

1 

 

Bujur Timur 

serta 2

°

16 

-

 

3

°

31 Lintang Selatan dan terletak di 

Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan

, 

dengan batas

-

batas wilayah sebagai berikut:

 

a.

 

Sebelah Barat, ber

b

atasan dengan 

Samudera Indonesia; 

 

b.

 

Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jambi

 

dan Provinsi 

Sumatera Selatan.

 

c.

 

Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; 

dan

 

d.

 

Sebelah Selatan, berbatasan dengan 

Samudera Indonesia dan 

Provinsi Lampung;

 

 

Provinsi Bengkulu memiliki luas 34.724,69 

km

2 

yang meliputi 

daratan seluas 

19.7

95

,

15

 

km

2

 

dan 

luas lautan

 

14.929,54

 

km

2

 

serta 

memiliki garis pantai sepanjang 

+

 

525 km 

(Bakosurtanal, 2010

). 

Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang 

dengan ketinggian tempat (

altitude

) berkisar antara 0 

-

 

1.938 meter 

di atas permukaan laut (

d

pl

).  Titik terendah dijumpai di sepanjang 

pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba.

 

 

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang

-

Undang Nomor 9 

Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahu

n 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828), terdiri dari 3 

Kabupaten dan 1 

K

ota, yaitu; Kabupaten Rejang Lebong,  

Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kotamadya Bengkulu. 

S

etelah reformasi

,

 

dengan dikeluarkannya U

ndang

-

U

ndang

 

O

tonomi Daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah 

sehingga

 

menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu; Kabupaten 

Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, 

